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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 
      Penelitian Dartanto dan Brojonegoro (2012) mengenai Dampak Desentralisasi 
Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas antar Daerah 
mendapatkan hasil bahwa Transfer BHSDA, PPh, PBB BPHTB memberikan 
partumbuhan ekonomi sebesar -0,230%, -0,175%, dan -0,215%. Transfer DAU 
secara nasional mengahasilkan pertumbuhan yang positif yaitu 0,316%. 
Desentralisasi fiskal di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 
tetapi nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif kecil yaitu tidak lebih dari 1%. 
Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi 
(PDRB per-kapita) dan variabel independen berupa PBB BPHTB, PPh, BHSDA, 
DAU dengan alat analisis Model Makro Ekonometrik Simultan diestimasi 
menggunakan metode Two Stage Least Square. 
      Studi yang dilakukan Haryanto dan Astuti (2009) mengenai Desentralisasi 
Fiskal dan Pencapaian Stabilitas Keuangan Daerah menyatakan bahwa 
desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang cukup signifikan positif dalam 
pembentukan stabilitas keuangan di daerah dan stabilitas keuangan di daerah 
memperngaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi. Variabel penelitian berupa 
desentralisasi fiskal, stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan alat 
analisis menggunakan regresi data panel. 
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       Wibowo (2008) melakukan penelitian terhadap 29  provinsi di Indonesia 
periode 1999- 2004 dimana secara umum menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal 
di Indonesia memberi pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Dependen 
variabel ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB perkapita, sedangkan independen 
variabel berupa rasio PAD terhadap total belanja, dan metode penelitian yang 
digunakan adalah regresi data panel. 
      Ismail dan Hamzah (2006) melakukan penelitian mengenai Desentralisasi 
Fiskal dan Pertmbuhan Ekonomi pada 26 provinsi di Indonesai periode 1992-2002 
dan menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. Variabel dependen berupa presentase PDRB dibandingkan dengan 
jumlah penduduk dan independen variabel berupa rasio belanja pemda 
dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat, dan rasio total pendapatan daerah 
dikurangi dana transfer dibandingkan total belanja pemda. 
      Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menggunakan variabel 
pertumbuhan dana perimbangan dan belanja modal serta tingkat kemandirian fiskal 
sebagai variabel bebas. Lokasi dan tahun penelitian juga berbeda dibandingkan 
dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. 
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B.  Landasan Teori 
1. Produk Domestik Regional Bruto 
      Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 
penting penting bagi perekonomian daerah, dimana melalui PDRB kita dapat 
melihat kondisi ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu baik atas dasar 
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 
Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI menyatakan PDRB atas dasar 
harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas harga konstan 
merupakan  nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada satu 
tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. 
PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan 
sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara 
itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 
tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat 
digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB 
(perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB 
menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan (Bank Indonesia, diakses 
2016) 
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      Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI perhitungan PDRB 
secara konseptual  menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan 
produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. 
a. Pendekatan Produksi: 
PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu jika 
mengkuti fungsi produksi neo klasik (Cobb-Douglas) maka kita akan mengetahui 
bagaimana perekonomian actual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi GDP 
(Mankiw, 2007) : 
𝑌 = 𝐴𝐾∝𝐿𝛽         (2.1)  
Dimana α adalah konstanta antara nol dan satu yang mengukur bagian modal  
dari pendapatan. Yaitu α menentukan berapa bagian pendapatan yang masuk ke 
modal dan berapa yang masuk ke tenaga kerja. Selanjutnya untuk mengetahui 
elastisitas masing-masing faktor input terhadap perekonomian fungsi 2.1 harus 
dirubah kedalam bentuk fungsi yang linear, sehingga fungsi Cobb Douglas menjadi 
(Mankiw, 2007) : 
𝐿𝑛 𝑌 = 𝐿𝑛 𝐴+∝ 𝐿𝑛 𝐾 + 𝛽 𝐿𝑛 𝐿     (2.2) 
Dimana : 
𝐿𝑛𝑌 =  
1
𝑌
∆𝑌  
𝐿𝑛𝐴 =  
1
𝐴
∆A 
                                    𝐿𝑛𝐾 =  
1
𝐾
∆𝐾 
𝐿𝑛𝐿 =   
1
𝐿
∆𝐿  
Keterangan :  
Ln : Logaritma Natural. 
Y : Total produksi 
L :Tenaga Kerja 
K : Modal input 
A : Produktifitas faktor total 
α dan β : elastisitas output dari tenaga kerja dan modal,   
masing-masing. 
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Gambar 2.1 
Kurva Fungsi Produksi Neo Klasik 
 
b. Pendekatan Penerimaan 
PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 
yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu 
dimana balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal 
dan keuntungan, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut (Bank Indonesia, 
diakses 2016): 
𝑌 = 𝜋 + 𝑖 + 𝑤 + 𝑟        (2.3) 
Keterangan : 
  Y  : Total Penerimaan  
    𝜋 : Keuntungan 
    𝑖 : Bunga Modal 
    𝑤 : Upah dan gaji 
    r : Sewa tanah  
 
0 Tenaga Kerja L L
’ 
K’ 
K 
f(K,L) 
Q’ = f(K,L)’ 
Q = f(K,L) 
Sumber: Mankiww,2007. 
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c.   Pendekatan Pengeluaran 
      PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran 
konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, investasi dari 
perusahaan dan ekspor neto, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Mankiw, 
2007) : 
𝑌 = 𝐶 (𝑌𝑑) + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)     (2.4) 
Keterangan : 
Y  : Total pengeluaran 
C   : Konsumsi rumah tangga 
Yd            : (Y – Tx + Tr) dimana Tx adalah tarif pajak dan Tr adalah subsidi pemerintah. 
I  : Investasi dari perusahaan    
                G : Konsumsi pemerintah 
          (X- M) : Ekspor neto 
 
Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian, dalam jangka 
pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan 
pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Perpotongan Keynesian adalah 
sebuah upaya untuk membuat model dari pandangan ini (Mankiw, 2007) . 
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Pengeluaran, E          
                              
      E2 = Y2           B           
      E1 = Y1          A     
             
                            Pendapatan,output, Y 
                         E1 = Y1                       E2 = Y2                   
    Gambar 2.2 
Perpotongan Keynesian 
 
      Gambar diatas menjelaskan bagaimana kenaikan belanja pemerintah sebesar 
∆G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua 
tingkat pendapatan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan 
meningkat dari Y1 ke Y2. Kenaikan dalam pendapatan meningkat ∆Y melebihi 
kenaikan belanja pemerintah, jadi kebijakan fiskal memliki dampak pengganda 
bagi perekonomian, untuk mengetahui pengganda pemerintah maka di 
formulasikan sebagai berikut (Mankiw, 2007): 
∆𝑌 = 𝑘𝑔. ∆𝐺         (2.5) 
 𝑘𝑔 =
1
1 − 𝑚𝑝𝑐(1 − 𝑚𝑝𝑡)
 
∆𝑌
∆𝐺
=
1
1 − 𝑚𝑝𝑐(1 − 𝑚𝑝𝑡)
 
∆Y 
Pengeluaran aktual Pengeluaran yang 
di renacanakan 
∆G 
∆Y 
Sumber: Mankiw, 2007 
E = expenditure 
E = c (yd) + I + G 
 
45o 
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 2. Pertumbuhan Ekonomi 
 a. Teori Pertumbuhan Ekonomi 
      Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 
perkembangan kegiatan dalam  perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 
yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 
Arsyad (1999) menyatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Gross Domestik 
Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah 
kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah 
perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.  
      Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan 
ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran 
masyarakat daerah. Pertumbuhan dapat terjadi apabila seluruh pemegang 
kepentingan di daerah mampu berkerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan 
ekonomi seperti meningkatkan investasi dengan memberikan proporsi belanja 
modal yang lebih besar untuk pembangunan di sector-sektor produktif. Dalam 
pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi (Darwanto,2007).  
Para tokoh ekonom juga telah memaparkan teori pertumbuhan yang butuh 
campur tangan para pemangku kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh John 
Maynard Keynes yang berpendapat bahwa sistem Leisses Faire murni tidak dapat 
dipertahankan. Pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar 
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mengendalikan perekonomian ke arah “Full Employment-nya”, sebab mekanisme 
ke arah tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis (Mankiw, 2007). 
Menurut Keynes, situasi makro perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi 
dengan permintaan agregat masyarakat, apabila permintaan agregat melebihi 
penawaran agregat (atau output yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan 
terjadi kondisi “kekurangan produksi”. Pada periode berikutnya output akan naik 
atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama – sama. Sedangkan apabila 
permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi 
“kelebihan produksi” terjadi. Pada periode berikutnya output akan turun atau harga 
akan turun, atau keduanya terjadi secara bersama – sama. Apabila pengeluaran 
investasi swasta tidak cukup mendorong kenaikan GNP, maka pengeluaran 
pemerintah dapat menggantikannya (Nopirin,1992). 
C + I + G = Y            ( 2.6) 
Jika kita anggap bahwa G tetap setiap saat, maka dalam Gambar 2.3 dapat 
ditambahkan dengan sebuah garis yang menunjukkan besarnya G tersebut, seperti 
tertera pada Gambar 2.3. 
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         C, I, G                                              E = Y 
       
         
        
                                                                                     
                                                                             
                                                Y0                    Y1             Pendapatan Nasional (Y) 
Sumber: Nopirin, 1992. 
 
Gambar 2.3 
Pengeluaran C + I + G dan Pendapatan Nasional 
 
 
 
C, I, G                                                                   E=Y    
                                                                           
                
               
                                                                                   
                                                                                             
                 -bTx +bTr                                               
       a                   45o 
                                         Yeq              Yeq         Pendapatan Nasional (Y)  
                       (dengan pajak)       (tanpa pajak) 
 
Gambar 2.4 
Pajak dan Pendapatan Nasional 
 
 
G 
a 
I 
E = C + I + G 
E = C + I 
C = a + bY 
E = C + I + G 
CT = a + bY 
CT= a + bY + BT 
C = a + bY 
Sumber: Nopirin,1992 
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      Apabila Y0 adalah tingkat pendapatan pada keadaan full employement maka 
adanya G akan menyebabkan gejala inflasi (inflationary gap).  Maka dari itu, 
pemerintah biasanya membelanjai pengeluarannya melalui perpajakan. Pajak tidak 
secara langsung mempengaruhi pengeluaran seperti halnya I dan G, tetapi akan 
mempengaruhi pendapatan konsumen yang siap dibelanjakan (diposable income). 
Sehingga fungsi setelah adanya pajak menjadi (Nopirin, 1992): 
C = a + b(Y- Tx + Tr) atau C = a + bY – bTx + bTr    (2.7) 
Setiap satu rupiah pajak yang diambil oleh pemerintah dianggap oleh konsumen 
sama dengan turunnya pendapatan sebesar satu rupiah juga, turunnya konsumsi 
akibat pajak, akan berakibat turunnya pendapatan nasional seperti yang terlihat 
pada Gambar 2.4. Efek perubahan pendapatan pendapatan nasional (Y) yang 
disebabkan oleh pengeluaran pemerintah (G) dan pajak (Tx) serta transfer (Tr) 
melalui proses multiplier secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut 
(Nopirin, 1992): 
a. Keadaan keseimbangan: 
Y = C + I + G         
b. Fungsi konsumsi: 
C = a + b(Y – Tx + Tr)          (2.8) 
Dimana Y – Tx + Tr adalah disposible income. 
c. Fungsi Pajak: 
Tx = To + tY           (2.9) 
Dimana To adalah pajak tetap, dan t adalah tarif pajak. 
d. Investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) dianggap tetap. 
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e. Dengan subsitusi diperoleh: 
C = a + b(Y - Tx + Tr ) 
C = a + b(Y - To - tY) + Tr 
C = a + bY – bTo - btY + bTr   
C = a – bTo + bTr + (1-t)bY        (2.10) 
Perubahan To akan menggeser garis C, sedang perubahan t akan 
mengubah lereng garis C. 
f. Selanjutnya persamaan peratama (a), diperolah; 
Y = a – bT + bTr + (1-t)bY + I + G 
Y – (1-t)bY = a –bT + Tr + I + G 
{1 – (1-t)b}Y = a – bTx + bTr + I + G                
𝑌 =  
𝑎−𝑏𝑇𝑥+𝑏𝑇𝑟+𝐼+𝐺
1−𝑏(1−𝑡)
                   (2.11)     
 Multiplier pajak sebesar 
𝑑𝑦
𝑑𝑇𝑥
=
−𝑏
1−𝑏(1−𝑡)
                 (2.12)                                     
  Multiplier subsisi sebesar 
𝑑𝑦
𝑑𝑇𝑟
=
𝑏
1−𝑏(1−𝑡)
       (2.13) 
Persamaan terakhir ini menunjukkan bahwa G mempunyai multiplier seperti I 
dan a (konsumsi autonomous), dari analisa multiplier dapat diketahui jika inti dari 
kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi 
permintaan agregat, agar mendekati posisi “Full Employment” (Nopirin, 1992).   
Dari banyaknya kebijaksaan yang dapat diambil, Keynes lebih sering 
mengandalakan kebijaksanaan fiskal, alasannya karena dengan kebijaksanaan 
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fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu 
dilakukan dengan menyuntikan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek 
– proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh 
dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi 
saat sumber – sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh (Nopirin, 1992). 
Selanjutnya karena menganggap teori yang dikemukakan oleh Keynes kurang 
lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi dalam jangka 
panjang, maka muncul pemikiran baru mengenai pertumbuhan ekonomi yang 
dikemukakan oleh Harrod-Domar yang merupakan perkembangan langsung dari 
teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes.  
      Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus 
mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk 
manambah atau menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan 
baku) yang rusak. Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan 
investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan stok modal 
(capital stock). Selanjutnya teori Harrod-Domar juga menganalisis syarat-syrat 
yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dalam jangka panjang. Teori ini 
berusaha menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkanagar perekonomian dapat 
tumbuh dan berkembang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah (Arsyad, 
1999): 
a. Perkonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) 
barang-barang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat. 
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b. Perekonomian terdiri dari dua sector yaitu sector rumah tangga dan 
sector perusahaan. 
c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proposional dengan besar 
pendapatan nasional. 
d. Kecendrungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS), 
besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (Capital 
Output Ratio = COR).  
Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya 
dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Kondisi seperti ini dapat dijelaskan 
dalam Gambar 2.5 (Arsyad, 1999): 
Untuk menganalisis output sebesar Q1 diperlukan modal K1 dan tenaga kerja 
L1 dan apabila kombinasi berubah maka tingkat output berubah, untuk output 
sebesar Q2 maka hanya diperlukan modal sebesar K2 dan tenaga kerja sebesar L2 . 
Inti dari teori ini adalah setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi 
tertentu dari pendapatan nasional. 
Modal Q1   Q2  
 
              K1                                              
              K2              
                            L1           L2       
Gambar 2.5 
Fungsi Produksi Harrod-Domar 
 
Tenaga kerja 
Sumber: Arsyad, 1999. 
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Jika kita menganggap ada hubungan ekonomi secara langsung antara stok 
modal (K) dan output total (Y), misalnya jika tiga rupiah diperlukan untuk 
menghasilkan (kenaikan) output total sebesar satu rupiah, maka setiap tambahan 
bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan output total 
dengan rasio modal output tersebut (Arsyad, 1999).                                                       
3.  Petumbuhan Ekonomi Daerah  
Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi dan berdasarkan data – data 
yang tersedia mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidak merataan 
pertumbuhan ekonomi antar daerah yang mulai dikembangkan oleh para ahli 
ekonomi. Tarigan (2004) memaparkan untuk meilhat ketidak merataan 
pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara antara lain: 
a. Pertumbuhan output 
b. Pertumbuhan output per pekerja 
c. Pertumbuhan output perkapita 
Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi 
suatu daerah, pertumbuhan output per pekerja biasanya digunakan untuk 
mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan 
pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indicator perubahan 
kesejahteraan Tarigan (2004) 
Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional melalui 
perbandingan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun dan diformulasikan 
sebagai berikut: 
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 𝑔𝑡 =
∆𝑃𝐷𝑅𝐵
𝑃𝐷𝑅𝐵
=
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
𝑥 100%    (2.14) 
Dimana:  
gt  = Pertumbuhan Ekonomi 
 PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 
    ∆  = Perubahan 
 
4.  Desentralisasi fiskal 
      Kenneth Davey (2003) mendefinisakan pengertian desentralisasi fiskal adalah 
mengenai dua isu yang cukup terkait. Yang pertama adalah pembagian 
menghabiskan tanggung jawab antara tingkat pemerintahan, yang kedua adalah 
kebijkaksanaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan lokal untuk 
menentukan pengeluaran dan pendapatan mereka. 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999  tentang Pemerintah 
Daerah desentralisasi didefinisikan sebagai “penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 
Indonesia” 
Haryanto dan Astuti (2009) menjabarkan bahwa desentralisasi fiskal  
merupakan penyerahan wewenan fiskal kepada Daerah yang meliputi : 
a. Self financing atau cost recovery dalam pelayanan publik dalam bentuk 
retribusi daerah; 
b. Cofinancing atau coproduction yaitu pengguna jasa publik berpartisipasi 
dalam bentuk kontribusi kerjasama atau pembayaran jasa; 
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c. Transfer dari Pusat ke Daerah  terutama yang berasal dari sumbangan umum 
, sumbangan khusus, sumbangan darurat  serta bagi hasil pajak dan non 
pajak; 
d. Kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman 
Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses 
distribusi anggaran dari tinggkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
pemerintahan yang lebih rendah-untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan 
dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan 
yang dilimpahkan (Saragih,2003) 
Sidik (2002) menjelaskan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah : 
a. Meningkatkan efektifitas pengalokasian sumber daya nasional maupun 
kegiatan pemerintah daerah; 
b. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal dan 
memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional; 
c. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan di tingkat daerah ; 
d. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya 
pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah’ 
e. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 
Mardiasmo (2002) mengatakan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik  (publik service) dan memajukan 
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perekonomian daerah. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal mengandung tiga misi yaitu : 
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat; 
b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; 
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan. 
Damayanti dan halim (2007) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal 
dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang 
dan jasa publik. Inti dari pelaksanaan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal 
karena pemberian wewenang politik dan administrative tanpa adanya 
desentralisasi fiskal akan sia-sia. Desentralisasi fiskal memberi keleluasaan 
lebih bagi daerah untuk mengembangan potensi daerahnya, mendapatkan 
transfer dari pusat dalam rangka penyeimbangan fiskal dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat daerahnya 
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
      Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana 
operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak mengnggambarkan 
perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 
proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain 
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menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah 
guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud . 
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Taahun 2003 
tentang Keuangan Negara mnejelaskan pengertian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Halim (2001), menjelaskan APBD adalah suatu Anggaran Daerah yang 
memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Rencana kegiatan suatu daerah , beserta uraiannya secara rinci; 
b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 
menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, 
dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-
pengeluaran yang akan dilaksanakan; 
c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; 
d. Periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun. 
6. Penerimaan Pemerintah Daerah 
Menurut Halim (2007) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, 
pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-
Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat  keuangan daerah harus dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan 
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manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah 
dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan 
menggunakan konsep nilai uang (value for money) serta prinsip tata pemerintahan 
yang baik (good governance). 
Penerimaan daerah adalah pertambahan nilai ekonomis baik berupa uang 
maupun yang dapat disamakan dengan dengan itu yang diterima oleh daerah tanpa 
melalui pengorbanan ekonomis. 
Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa penerimaan daerah erat kaitannya dengan 
kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Pada 
dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah 
daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan pemerintahan daerah, 
yaitu : 
a. perluasan basis penerimaan ; 
b. pengendalian atas kebocoran pendapatan; 
c. peningkatan efisiensi administrasi pendapatan; 
d. transparansi dan akuntabilitas. 
Sedangkan pendapatan daerah tidak sama dengan penerimaan daerah karena 
pendapatan daerah adalah sebagian dari penerimaan daerah dimana daerah 
mendapatkan pertambahan nilai ekonomis baik berupa uang maupun hal yang 
disamakan dengan itu melalui pengorbanan ekonomis baik sebelum maupun 
sesudah proses. 
Sumber pendapatan daerah telah diatur dalam ketentuan perundangan meskipun 
daerah telah diberikan otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun 
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pelaksaan otonomi tersebut harus dalam koridor hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber – sumber 
penerimaan daerah, sebagai berikut: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
1) Pajak Daerah 
2) Retribusi Daerah 
3) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan 
4) Lain – Lain PAD yang Sah 
b. Transfer Pmerintah Pusat 
Bagi Hasil Pajak 
1) Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
2) Dana Alokasi Umum 
3) Dana Alokasi Khusus 
4) Dana Otonomi Khusus 
5) Dana Penyesuaian 
c. Transfer Pemerintah Provinsi 
1) Bagi Hasil Pajak 
2) Bagi Hasil Sumber Daya Lainnya 
3) Bagi Hasil Lainnya 
d.  Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
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a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah  yang 
bersumber dari potensi daerahnya berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan 
peraturan perundang - undangan . Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tersebut terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) Hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah; serta (4) 
Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (UU No.32 dan 33 Tahun 2004) 
Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah 
tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang 
menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 
penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor / ekspor 
(Yani, 2009) 
1) Pajak Daerah 
Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 
berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib 
yang membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas 
jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2006). 
Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten dan kota. Pembagian 
ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-
masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau Kabupaten dan 
Kota yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.1, Berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu 
empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten dan Kota. 
Tabel 2.1 
Jenis Pajak Daerah dan Tarifnya 
 
Pajak Propinsi Tarif  
(%) 
Pajak Kabupaten / 
Kota 
Tarif 
(%) 
Pajak kendaraan bermotor dan 
kendaraan diatas air 
Bea balik nama kendaraan 
bermotor dan kendaraan diatas 
air 
Pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor 
Pajak pengambilan dan 
pemanfaatan air bawah tanah 
dan air permukaan 
 
5 
 
10 
 
 
5 
 
20 
Pajak hotel 
 
Pajak retoran 
 
Pajak hiburan 
Pajak reklame 
 
Pajak penerangan 
jalan 
Pajak pengambilan 
bahan galian 
golongan C 
Pajak parker 
10 
 
10 
 
35 
25 
 
10 
 
20 
 
 
20 
Sumber : Siahaan (2006) 
Devas (1889) dalam Mahmudi (2010) menerangkan bahwa manajemen pajak 
daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip – prinsip umum perpajakan daerah 
yang baik. Prinsip – prinsip tersebut adalah : 
a) Prinsip Elastisitas; 
b) Prinsip Keadilan; 
c) Prinsip Kemudahan Administrasi; 
d) Prinsip Keberterimaan Politis; 
e) Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian. 
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Prinsip – prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan yang 
ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa 
penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya. 
2) Retribusi Daerah 
Retribusi daerah pada umumnya adalah penyumbang PAD kedua setelah pajak 
daerah, bahkan pada beberapa daerah jumlah retribusi lebih besar dibanding dengan 
jumlah pajak daerah. 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2009). Jasa 
yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh 
pribadi atau badan. Sebagaimana yang tercantum dalam perundang – undangan 
Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 
Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia saat ini adalah retribusi daerah. 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak banyak mengubah ketentuan 
tentang retribusi daerah dalam UU Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi ditetapkan ke 
dalam tiga golongan, yaitu retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi 
perijinan tertentu (Siahaan, 2006). 
3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan juga merupakan sumber PAD yang sangat berpotensi untuk 
dikembangkan. 
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang 
diperoleh dari pengelolaan kekyaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas 
pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Yani, 2009). Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup : 
a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD); 
b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat. 
4). Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, yang termasuk 
pendapatan asli daerah lainnya yang sah adalah meliputi hasil penjualan kekayaan 
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai 
tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain 
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 
       Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari 
pendapatan asli daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber 
diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan 
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah pendapatan yang bersumber dari 
transfer pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat dan harus digunakan sesuai 
ketentuan yang di atur oleh peraturan pemerintah Dengan penggalian dan 
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peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mandiri 
secara keuangan sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam 
melaksanakan urusahan pemerintahannya. 
b. Dana Perimbangan 
Dana Perimbangan adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
Sutandi dalam Halim (2001) menjelaskan bahwa perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah adalah suatu pembagian keuangan secara adil, 
proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan 
penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan 
kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan 
tugas perbantuan.  
Maka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daeraha harusnya 
diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Upaya kearah ini dapat 
menciptakan indepedensi pemerintah daerah di bidang keuangan, di samping 
mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat ( Halim, 2007). 
Dana Alokasi Umum adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (equalization grant) dan DAU 
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah satu dan lainnya (horizontal 
imbalance). Dana alokasi umum di alokasikan dalam bentuk block grant ini berarti 
pemerintah daerah leluasa dalam menggunakannya (Yani, 2009). 
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Formulasi DAU ditujukan untuk pemerataan sumber daya dengan berdasarkan 
kebutuhan setiap daerah, dengan kata lain daerah yang lebih lebih mampu akan 
mendapatkan DAU yang lebih sedikit begitupun sebaliknya daerah yang dianggap 
kurang dalam kemampuan keuangan akan diberikan DAU lebih banyak. UU 
Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah menetepkan formula 
yang digunakan dalam perhitungan DAU adalah alokasi dasar dan konsep 
kesenjangan fiskal (fiskal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiskal needs) 
dengan kapasitas fiskal (fiskal capacity) (Yani, 2009). 
DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)    (2.15) 
Keterangan : 
AD = Gaji PNS di Daerah 
CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal  
 
PP Nomor 5 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan secara rinci 
mengenai formula DAU. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai 
Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal diukur menggunakan variabel jumlah 
penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, PDRB per kapita dan indeks 
pembangunan manusa. Sedangkan kapasitas fiskal berdasarkan PAD dan  dana bagi 
hasil. 
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasiakan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan seusai dengan 
prioritas nasional. 
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PP Nomor 5 tahun 2005 menjelaskan bahwa dearah yang akan menerima DAK 
harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum 
dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari 
pencerminan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS Daerah. Kriteria khusus 
dirumuskan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi 
khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis disusun oleh menteri 
teknis terkait dalam bentuk indikator  – indikator kegiatan khusus yang akan didanai 
DAK. 
Dalam hal kegiatan yang didanai dengan DAK adalah kegiatan yan bersifat 
kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana 
pendamping sekurang – kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diterima. 
Pembentukan daerah otonom didasarkan atas berbagai pertimbangan, yaitu 
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah 
penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan 
terselenggaranya otonomi daerah (Ghozali, 2001) 
Dana bagi hasil merupakan salah satu instrument dari dana perimbangan atau 
dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi jika daerah yang 
dimaksud adalah daerah tingkat II, dana bagi hasil adalah salah satu dana yang 
penerimaannya masih dapat dioptimalkan dan dikendalikan oleh pemerintah 
daerah. Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu bagi hasil pajak 
(tax sharing) dan bagi hasil sumber daya alam (natural resources sharing) atau 
bukan pajak (Mahmudi, 2010).  
Dana bagi hasil pajak meliputi : 
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1) Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
2) Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
3) Bagi hasil dari Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak 
pribadi pasal 21. 
Dana bagi hasil sumber daya alam / bukan pajak meliputi: 
1) Bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 
2) Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 
3) Bagi hasil dari Dana Reboisasi 
4) Bagi hasil dari Iuran Tetap (Land – Rent) 
5) Bagi hasil dari Iuran Eksplorisasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 
6) Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 
7) Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 
8) Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 
9) Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi 
10) Bagi hasil dari Pertambangan Umum. 
 7. Belanja Daerah 
Menurut Halim (2001) Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah 
daerah pada suatu periode anggaran. Secara umum belanja APBD dikelompokkan 
menjadi lima kelompok, yaitu : 
a. Belanja Administrasi Umum 
Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah 
yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan 
publik. 
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b. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik 
Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang 
berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik.  
c. Belanja Modal 
Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang 
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau 
kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat 
rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. 
d. Belanja Transfer 
Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada 
pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian 
imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. 
e. Belanja Tak Tersangka 
Belanja Tak Tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-
kejadian luar biasa. 
a.  Belanja Modal 
      Menurut Permendagri Nomor 59  tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaraan yang dilakukan dalam 
rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 
dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 
Pengeluaran modal atau Capital Expenditure  sebagai arus kas yang  digunakan 
untuk memperoleh aktiva baru sehingga diharapkan akan menambah umur 
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ekonomis aktiva yang dimaksud. Capital Expenditure  digunakan untuk 
memperoleh keuntungan pada masa mendatang sesuai dengan manfaat ekonomis 
aktiva tersebut. 
PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan 
pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan aset lainnya yang akan memberi manfaat lebih dalam satu periode akuntansi. 
PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas mengklarifikasikan 
belanja  modal dalam enam kelompok yaitu: 
1) Belanja tanah; 
2) Belanja peralatan dan mesin; 
3) Belanja gedung dan bangunan; 
4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan; 
5) Belanja aset tetap lainnya; 
6) Belanja aset lainnya. 
8. Kemandirian Fiskal 
Wibowo (2008) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal dapat diukur dengan 
indicator otonomi terdiri atas berbagai ukuran kemandirian fiskal. Salah satu 
argument yang mendasari penggunaan indicator ini adalah suatu daerah dapat 
memperoleh dana perimbangan yang kecil dari pemerintah pusat, namun 
pendelegasian fiskal di daerah tersebut akan dipandang tinggi apabila pemerintah 
daerah mampu mendanai pengeluaran denagan PAD yang dimilikinya. 
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Menurut Kartasasmita dalam Triastuti dan Ratminto (2005), mengatakan bahwa 
kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hakikat dari setiap bangsa 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.   
Tujuan dari otonomi adalah memberi peluang kepada daerah untuk 
mengembangan potensi daerahnya demi mencapai kemandiran daerah sehingga 
daerah mampu membiayai urusan daerah nya sendiri dan meningkatkan 
pertmbuhan ekonomi.  
Menurut Halim (2007), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi 
adalah: 
a.  Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 
kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 
mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh 
karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 
oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Kedua ciri tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi hubungan antara 
pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah seharusnya didasari dengan kemampuan masing – 
masing daerah dalam menjalankan desentralisasi yang dapat dinilai melalui kinerja 
keuangan daerah. 
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9.    Pengaruh Pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan 
       Ekonomi 
Pusporini (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan dana 
perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan jika dana 
perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang 
diproyeksikan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota. 
Indarto (2011) menyatakan bahwa belanja pemerintah pusat yang 
direalisasikan di daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
pengaruh belanja transfer ke daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan hasil jika pada provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi 
memiliki pengaruh positif, sedangkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi 
rendah memliki pengaruh negatif. Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang 
diproyeksikan dengan pertumbuhan PDRB harga konstan tahun 2000 sebagai 
variabel dependen dan bagian belanja pemerintah pusat terhadap PDRB serta 
bagian belanja transfer ke daerah terhadap PDRB sebagai variabel independen. 
10.  Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil penelitian Anasmen (2009) terhadap Kabupaten dan Kota di Sumatera 
Barat menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah tidak signifikan berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi 
investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Dalam 
penelitian ini perubahan PDRB rill pada Kabupaten dan Kota sebagai variabel 
dependent sedangkan belanja modal pemerintahan rill pada kabupaten/kota dan 
investasi riil pada Kabupaten dan Kota sebagai variabel independent. 
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Landau (1985) melakukan penelitian pada 16 negara berkembang periode 
1952-1976 menunjukkan bahwa belanja konsumsi dan belanja investasi pemerintah 
menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi transfer 
menunjukkan hubungan yang positif. Pertumbuhan ekonomi dipresentasikan dalam 
pertumbuhan PDRB per kapita. Rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan 
nasional, rasio belanja konsumsi pemerintah terhadap pendapatan nasional, serta 
rasio transfer terhadap belanja pemerintah sebagai variabel independen. 
11.   Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil penelitian Akai dan Sakata (2002) menjelaskan bahwa desentralisasi 
fiskal berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi di 50 nega bagian di 
Amerika Serikat. Revenue, Production, dan Production-Revenue Indicator 
menunjukan hasil regresi positif dan berpengaruh signifikan.Autonomy Indicator  
menunjukkan hasil regresi yang tidak berpengaruh signifikan. Terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Proksi atas variabel pertumbuhan ekonomi adalah rata-rata 
pertumbuhan PDRB perkapita periode 1992-1996. Variabel autonomi indicator 
direpresentasikan dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. 
Studi yang dilakukan WIbowo (2008) terhadap 29 provinsi 1999-2004 
menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan 
pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitian yang berkaitan 
dengan kemandirian fiskal berupa autonomy indicator menyatakan bahwa perlu 
adanya analisis yang lebih cermat untuk mengamati hubungan antara otonomi fiskal 
dengan performa pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penelitian 
memperlihatkan bahwa sebelum tahun 2001 hubungan antara kedua variabel 
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tersebut adalah negatif. Variabel performa pembangunan daerah di 
representasiakan dengan pertumbuhan ekonomi daerah perkapita, sedangkan 
autonomy indicator  di representasikan dengan proksi berupa rasio PAD terhadap 
total belanja daerah. 
 
C.   Keranga Pemikiran 
Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang 
akan dilakukan mengenai Pertumbuhan Dana Perimbangan dan Belanja Modal 
serta Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan 
teori yang telah dijabarkan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
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Gambar 2.5 
Kerangka Pemikiran 
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𝑥 100% 
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Pertumbuhan Dana Perimbangan (DP) dan pertumbuhan Belanja Modal (BM)  
serta Tingkat Kemandirian Fiskal (KF) dimaksudkan untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Dengan menggunakan hipotesis 
uji t dan uji f,uji chow dan haustman serta uji asumsi klasik. 
 
 D. Hipotesis 
Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan 
yang diajukan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga “Pertumbuhan 
Dana Perimbangan dan Belanja Modal serta Tingkat Kemandirian Fiskal”  
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di Provinsi Bali 
Tahun 2009 – 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
